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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bentuk tanggung jawab hukum dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakannya. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual secara rinci, dilanjutkan dengan studi kepustakaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta peraturan pelaksanaannya. Kewajiban tersebut mencakup pendaftaran pekerja, pembayaran iuran, serta pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, implementasi kewajiban tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, kurangnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya pengawasan dari instansi terkait. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan pelayanan publik tertentu. Selain itu, dalam kondisi tertentu, perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pengaturan hukum telah cukup jelas dan komprehensif, diperlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum bagi perusahaan guna menjamin terpenuhinya hak pekerja atas jaminan sosial secara optimal.
Kata kunci: BPJS, Ketenagakerjaan, Perusahaan, Pekerja

	DOI:  https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i3.1114
*Correspondence: Febriany
Email:  febriany.205230111@stu.untar.ac.id 

Received: 02-02-2026
Accepted: 02-03-2026
Published: 02-04-2026
[image: ]
Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).


Abstract: This study aims to analyze the regulation of employers’ obligations in enrolling workers in BPJS Ketenagakerjaan, as well as the forms of legal responsibility and sanctions imposed on companies that fail to comply. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, conducted through library research on primary and secondary legal materials relevant to the issues examined. The results show that the obligation of employers to register workers as participants in BPJS Ketenagakerjaan has been clearly regulated under Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body, along with its implementing regulations. These obligations include registering workers, paying contributions, and ensuring the fulfillment of workers’ rights to employment social security. However, in practice, the implementation of these obligations still faces several challenges, including low levels of employer compliance, lack of legal awareness, and suboptimal supervision by relevant authorities. Companies that fail to fulfill these obligations may be subject to administrative sanctions such as written warnings, fines, and restrictions on certain public services. In addition, under certain conditions, companies may also face civil and criminal liability in accordance with applicable laws and regulations. This study concludes that although the legal framework is relatively clear and comprehensive, strengthening law enforcement, supervision, and legal awareness among employers is necessary to ensure the optimal fulfillment of workers’ rights to social security
Keywords: BPJS, Employment, Company, Workers


Pendahuluan
Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dari seluruh lapisan masyarakat. Hal ini termasuk kesejahteraan dari para pekerja yang memiliki kontribusi penting dalam roda perekonomian Negara Indonesia. Fakta bahwa hubungan pekerja dan perusahaan sering terjadi disparitas posisi, maka negara dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan terhadap pekerja. Perlindungan ini mencakup aspek hubungan kerja hingga jaminan perlindungan sosial yang memadai (Zaeni Asyhadie 2015, 19). Pada dasarnya, perlindungan terhadap pekerja sendiri telah tertuang pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan setiap orang memiliki hak untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)). Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 turut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak jaminan sosial utuh untuk pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3)).
Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukan secara jelas kewajiban negara untuk menjamin terselenggaranya sistem perlindungan sosial bagi seluruh pekerja. Sebagai bentuk dari implementasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyediakan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam. Sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat dihadapi oleh para pekerja. Pemerintah kemudian melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS),  yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja melalui berbagai program jaminan sosial, yang termasuk:
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dalam hal pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) akan  mendapatkan manfaat berupa mendapatkan penjaminan perawatan dan pengobatan sampai sembuh tanpa adanya batasan biaya, mendapatkan Santunan Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat, dan santunan pekerja yang mengalami kematian (Ardi dan Prabowo 2024, 168).
2. Jaminan Kematian (JKM), program jaminan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada ahli waris dalam lingkup keuangan agar dapat mencukupi kebutuhan dasar setelah kehilangan pencari nafkah (KantorKu 2026).
3. Jaminan Hari Tua (JHT), dalam hal ini peserta dijamin untuk menerima uang tunai apabila telah masuk dalam masa pensiun, cacat total, ataupun meninggal dunia. Uang tunai yang diterima di totalkan dari jumlah iuran yang telah dibayar dan ditambah dengan hasil pengembangan (Hutahaean 2023, 712).
4. Jaminan Pensiun (JP), program ini mengedepankan beberapa aspek kesejahteraan pekerja setelah masuk dalam usia pensiun. Aspek tersebut meliputi materi, kualitas tempat tinggal, makanan, dan sebagainya (Farza, Karsona, dan Rubiati 2019, 152).
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), ini menjamin pekerja untuk menerima manfaat berupa uang sebesar 45% dari upah per bulan dan batas maksimal 5 juta perbulan serta pelatihan selama 6 bulan bila terkena Pemutusan Hubungan Kerja (Ragiliawan dan Gunawan 2021, 50).
Hadirnya seluruh jaminan-jaminan ini, pekerja diharapkan memperoleh kepastian perlindungan terhadap risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan hidupnya maupun keluarganya. Praktik yang ada justru menunjukan masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut, dalam artian beberapa dari perusahaan tersebut masih belum mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau apa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan ini, penelitian menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif mengenai pengaturan kewajiban perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di Indonesia.
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji kaidah atau aturan hukum yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta bentuk tanggung jawab hukum yang timbul apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mencermati berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia (Peter Mahmud Marzuki 2017, 55–56). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan jaminan sosial ketenagakerjaan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang sesuai dengan topik penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan hukum dan tanggung jawab perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2015, 13–14).
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Pengaturan Kewajiban Perusahaan dalam Mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia
[image: ]
Gambar 1. (Katadata Databoks 2025)
Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang diatur secara mendalam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara normatif diatur bahwa kewajiban tersebut didasari pada konsep negara sejahtera (welfare state), dimana negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan sosial bagi setiap warga negara dan termasuk pekerja. Keberadaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi instrumen penting untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat timbul dalam hubungan kerja. Secara yuridis hal ini menjadi kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban tersebut bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengabaikannya (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1)).
Selain kewajiban pendaftaran, perusahaan juga memiliki kewajiban lain yang berkaitan erat dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu kewajiban untuk memberikan data pekerja secara benar dan lengkap serta membayar iuran secara rutin. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang BPJS yang mewajibkan pemberi kerja untuk memungut dan menyetorkan iuran kepada BPJS (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 19 ayat (1)). Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada pendaftaran, tetapi juga mencakup keberlanjutan kepesertaan pekerja dalam program jaminan sosial tersebut. Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga dapat ditinjau dari perspektif historis. Sebelum berlakunya Undang-Undang BPJS, sistem jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, sistem tersebut mengalami transformasi menjadi lebih komprehensif dan terintegrasi dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional (Hukumonline 2026). Perubahan ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja.
Dalam implementasinya, kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan juga diperkuat oleh berbagai peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang mengatur teknis penyelenggaraan program jaminan sosial. Misalnya, pengaturan mengenai besaran iuran dan jenis program jaminan sosial diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang menjadi dasar operasional BPJS Ketenagakerjaan (Mani 2019, 377). Namun demikian, meskipun pengaturan hukum mengenai kewajiban perusahaan telah diatur secara jelas dan tegas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah masih adanya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan realitas praktik (das sein) (Indrawati dan Simanjuntak 2019).

Bentuk Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi terhadap Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menyebabkan tanggung jawab hukum untuk perusahaan, meliputi tanggung jawab secara administratif, perdata, maupun pidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang cukup tegas terhadap hak pekerja atas jaminan sosial. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah mengatur mengenai sanksi bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dapat dikenakan sanksi administratif, yang meliputi teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 17 ayat (2)). Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh negara.
Selain sanksi administratif, perusahaan juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata apabila kelalaiannya dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan kerugian bagi pekerja. Dalam hal ini, pekerja dapat menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerugian yang dialami, misalnya ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja namun tidak memperoleh jaminan karena tidak terdaftar sebagai peserta BPJS. Konsep ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum perdata, di mana setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib untuk dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Dalam kondisi tertentu, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana, terutama apabila perusahaan dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan pekerja. Beberapa kajian hukum menunjukkan bahwa kelalaian perusahaan dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam praktiknya, kasus ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih sering terjadi. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah kasus perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja, pekerja tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan, pekerja akhirnya harus menanggung sendiri biaya pengobatan atau bergantung pada kebijakan internal perusahaan yang tidak selalu memadai (Kharisma, Arief, dan Ramadhani 2025). Salah satu kasus nyata terjadi pada perusahaan outsourcing PT Baliwong Indonesia (BWI). Dalam kasus ini, perusahaan telah menerima pembayaran dari pihak pengguna jasa (RSUD Kediri) termasuk untuk iuran jaminan sosial pekerja. Namun, dana tersebut tidak disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, melainkan digunakan untuk kepentingan lain. Akibat perbuatannya, direktur perusahaan tersebut akhirnya ditahan dan diproses secara hukum, karena dianggap telah melakukan pelanggaran serius terhadap kewajiban jaminan sosial tenaga kerja. Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban BPJS tidak hanya berimplikasi administratif, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan atau kesengajaan (BPJS Ketenagakerjaan 2023).

[bookmark: _oas7exjspel]Simpulan
Pengaturan mengenai kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas dan komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewajiban pendaftaran bersifat imperatif dan merupakan bagian dari perlindungan hukum para pekerja sebagai sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, pengaturan tersebut juga menunjukkan adanya komitmen negara dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja melalui pemberian jaminan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang mungkin terjadi dalam hubungan kerja. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dengan realitas pelaksanaannya (das sein). Kondisi tersebut mengakibatkan masih ditemukannya pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga tidak memperoleh perlindungan yang semestinya menjadi haknya.
Di sisi lain, terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, hukum telah menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan dalam kondisi tertentu sanksi pidana. Meskipun demikian, penerapan sanksi tersebut belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi perusahaan, sehingga pelanggaran masih terus terjadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam sistem penegakan hukum yang lebih tegas, konsisten, dan berkelanjutan guna memastikan bahwa hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat berjalan secara efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah perlu meningkatkan intensitas pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait, serta memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang tidak patuh. Selain itu, perusahaan diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam memenuhi kewajibannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap pekerja. Di sisi lain, pekerja juga perlu meningkatkan pemahaman terhadap hak-haknya serta berani menempuh upaya hukum apabila terjadi pelanggaran. Dengan demikian, diharapkan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara optimal dan mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja di Indonesia.
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